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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 

1945 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan bernegara dan bermasyarakat di 

Indonesia dijalankan dan berpedoman sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara 

Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia bertujuan untuk menciptakan 

keselerasan dan keseimbangan bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah negara hukum 

yang baik maka diperlukan adanya sebuah pengaturan perundang- undangan 

hukum yang dirancang dan ditetapkan oleh konstitusi yang berwenang di Negara 

Indonesia untuk dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut teori 

kedaulatan hukum, hukum memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara, yang 

artinya seluruh penduduk suat negara baik penguasa maupun warganya harus 

tunduk terhadap hukum yang ada. Sehingga seperti yang dikatakan Krabbe, hukum 

yang berdaulat menentukan setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan suatu negara1. 

Ciri- ciri dari sebuah negara hukum itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh 

Abdul Aziz Hakim, yaitu2: 

a. Adanya pengakuan atas hak- hak dasar manusia 

 
1 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal.156   

2 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hal.8 
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b. Adanya pembagian kekuasaan  

c. Pemerintah berdasarkan peraturan 

d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara 

Sedangkan menurut Imanuel Kant, negara hukum adalah segala keseluruhan 

syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat 

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menaati peraturan 

hukum tentang kemerdekaan. Sementara itu, menurut pendapat Abdul Aziz Hakim, 

negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya 

yang memiliki arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat- alat perlengkapan 

negara atau penguasa semata- mata berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum 

sehingga dapat mencermikan keadilan bagi pergaulan hidup warganya3. 

Selanjutnya Sudargo Gautama mengemukakan bahwa sebuah negara hukum 

memiliki 3 unsur yaitu4: 

1.) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, yang artinya 

adalah negara tidak dapat bertindak sewenang- wenang, tindakan negara 

dibatasi oleh hukum, individu memiliki hak terhadap negara dan rakyat 

memilik hak atas penguasa.  

2.) Asas legalitas yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang 

telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau 

aparatnya. 

3.) Adanya pemisahan kekuasaan. 

 
3 Ibid.  

4 Ibid, hal.10 
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Selain menganut sistem sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga 

menganut sistem sebagai sebuah negara kesejahteraan atau welfare state seperti 

yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa 

“Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” yang memiliki arti 

bahwa pemerintah yang berwenang atas negara Indonesia memiliki tanggungjawab 

untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa 

Indonesia tanpa terkecuali. Welfare state merupakan suatu sistem yang 

pemerintahannya menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang 

dapat terwujud melalui pembentukan pengaturan- pengaturan hukum yang tertulis 

di dalam Undang- Undang. Beberapa pasal dalam UUD 1945 juga memperlihatkan 

nilai dasar dari negara kesejahteraan seperti dalam Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan” serta dalam Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.”  

Menurut pendapat Esping-Andersen, negara kesejahteraan pada dasarnya 

mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi 

perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk 

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi 

warga negaranya5. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara 

kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship; 

 
5 Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, (Jakarta: LP3ES, 2006), 

hal.9  
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(2) full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to 

education and the expansion of modern mass educations systems6. Sedangkan 

pendapat dari Spicker yaitu bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai 

sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara 

(pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin 

terpenuhinya kebutuhan dasar warganya7. Lain halnya dengan Husodo yang 

menyatakan bahwa singkatnya Negara Kesejahteraan (welfare state) didefinisikan 

sebagai suatu negara dimana suatu pemerintahan negara dianggap bertanggung 

jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga 

negaranya8. Selanjutnya menurut Jurgen Habermas, jaminan kesejahteraan 

merupakan hal pokok bagi sebuah negara modern. Jaminan kesejahteraan yang 

dimaksud oleh Habermas adalah perlindungan terhadap the risk of unemployment, 

accident, illness, old age and death of the breadwinner must be covered largely 

through welfare provisions of the state9. 

Sebagai sebuah negara kesejahteraan, negara berkewajiban untuk 

mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Upaya untuk itu dilakukan 

dengan menyelenggarakan pembangunan nasional berdasarkan program- program 

yang terjadwal dalam jangka panjang, menengah maupun pendek. Seiring dengan 

itu, pemerintah harus menyusun perangkat regulasi yang relevan untuk melandasi 

setip tindakan & program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

 
6 Oman Sukmana, “Jurnal Sospol. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan”, Volume II No.1. 

Juli-Desember 2016, hal.107  

7 Ibid. 

8 Ibid. 

9 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State Sociological Introduction, (California: 

Standford University Press, 1992), hal. 126  
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rakyat melalui program- program pembangunan. Perangkat regulasi tersebut 

mencakup bidang ekonomi, sosial politik, budaya, pertahanan keamanan dan 

hubungan luar negeri.  

Sebagai bagian dari perangkat regulasi di bidang ekonomi, pemerintah telah 

menyusun secara lengkap peraturan perundang- undangan di bidang Hak Atas 

Kekayaan Intelektual atau HAKI. 

Secara konseptual HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak 

yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang 

berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara 

ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI 

adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia10. 

Untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual, masing- masing negara 

ASEAN yang telah tergabung dalam World Trade Organization (WTO) Agreement 

termasuk Indonesia telah mewajibkan setiap anggotanya untuk membuat aturan 

yang mengatur mengenai HAKI. Lahirnya TRIPs dalam WTO Agreement yang 

berisikan pengaturan dan peraturan secara lebih mendalam mengenai perlindungan 

semua kategori  HAKI secara menyeluruh.  

Pengaturan HAKI yang terdapat dalam TRIPs: 

1) Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta  

2) Merek Dagang  

3)  Indikasi Geografis  

 
10 https://www.penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/ diakses pada tanggal 17 September 2019  
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4)  Desain Industri  

5)  Paten  

6)  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

7) Rahasia Dagang  

8) Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses  

9) Enforcement 11 

Prinsip-prinsip pokok pengaturan dalam TRIPs agreement merupakan 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum 

HaKi di negara-negara peserta. 

2) Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara 

peserta lainnya  

3) Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HaKI yang 

sama kepada warga negara peserta lainnya.  

4) Penergakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian 

perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan 

untuk mengambil tindakan secara silang12 

Sesuai yang terkandung dalam salah satu pembahasan TRIPs agreement 

yang memiliki tujuan untuk melindungi seluruh hak kekayaan intelektual dari 

adanya pembajakan (infringement) atas suatu karya inovasi baik di bidang sastra, 

 
11 https://kemenperin.go.id/ kebijakan-pemerintah-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-

dan-liberalisasi-perdagangan-dalam-jasa-profesi-di-bidang-hukum/ diakses pada tanggal 26 

September 2019 
12 Ibid. 
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seni, teknologi, maupun karya ilmiah untuk menghindari pemilik hak kekayaan 

intelektual dari kerugian. Terciptanya implikasi baru yang memerlukan adanya 

adaptasi secara berkesinambungan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan 

perangkat hukum yang mengatur pokok permasalahan baru yang sebelumnya 

belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu 

dampak dari penandatangan TRIPs13. 

Selain itu TRIPs, sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 TRIPs 

bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna 

membantu perkembangan timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran 

teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan 

teknologi, menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menciptakan kesejahteraan 

sosial dan ekonomi.14 

Jenis- jenis kreasi atau ciptaan yang termasuk dalam Hak Cipta dan Hak-

hak yang Terkait dengan Hak Cipta adalah sebagai berikut: 

1) Karya Seni dan sastra  

2) Gambar  

3) Film  

4) Puisi  

5)  Novel  

6) Fotografi  

 
13 Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal 

Legislasi Indonesia, Vol.14 No.03, September 2017, hlm.304  

14 Sunarmi, “Peranan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap 

Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia”, USU digital library, diakses dari 

http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-sunarmi.pdf,  hlm.3 
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7) Ukiran  

8) Software komputer  

9) Data base  

10) Desain arsitektur  

11) Performers;  

12) Broadcasting Organisation;  

13) Producers of Phonograms15 

Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.16 

Sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jenis- jenis ciptaan yang dilindungi mencakup: 

1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

 
15 https://kemenperin.go.id/ kebijakan-pemerintah-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-

dan-liberalisasi-perdagangan-dalam-jasa-profesi-di-bidang-hukum/ diakses pada tanggal 27 

September 2019 

16 https://www.dgip.go.id/memahamihakcipta/ diakses pada tanggal 27 September 2019 
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6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 

7) Arsitektur; 

8) Peta; 

9) Seni batik; 

10) Fotografi; 

11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil 

pengalihwujudan17. 

UU Hak Cipta diciptakan dan dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah 

untuk memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang ada 

di Indonesia karena adanya perkembangan era menjadi digitalisasi, melihat 

teknologi infomasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab perkembangan 

pesat dalam bidang ekonomi kreatif sehingga kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak 

Terkait bagi perekonomian negara dapat menjadi lebih maksimal karena hak cipta 

merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang 

lingkup luas yaitu ilmu pengetahuan, seni maupun sastra (art and literary). UU ini 

juga diciptakan untuk melindungi hak- hak para pelaku kreatif sehingga 

perkembangan ekonomi kreatif tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan 

pelanggaran hukum seperti contohnya pembajakan karya.   

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah 

mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 

Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi 

 
17 https://www.dgip.go.id/memahamihakcipta/ diakses pada tanggal 27 September 2019 
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hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur 

penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan 

hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk 

berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya 

kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara- negara maju tampak 

bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa 

pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata 

bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.  

Di era globalisasi saat ini, keberadaan internet merupakan suatu hal yang 

esensial bagi kehidupan sehari- hari masyarakat. Internet sangat mudah dan dapat 

diakses oleh hampir setiap orang. Internet menyediakan kemudahan bagi kebutuhan 

masyarakat di setiap kalangan. Adanya jaringan internet juga lebih memudahkan 

arus informasi dari seluruh dunia untuk masuk dan diakses. Setiap orang diseluruh 

dunia dapat saling terhubung satu sama lain melalui fasilitas ini tanpa perlu 

bepergian jauh-jauh. Orang-orang dapat lebih mudah untuk saling berkomunikasi, 

mengirim atau memberi informasi, bahkan menyalurkan aspirasi atau kreatifitasnya 

masing-masing18. Namun, dibalik setiap dampak positif yang diberikan oleh 

internet, ada juga dampak- dampak negatif yang dihasilkan. Karena selain 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban 

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan 

 
18 Rafael A Rantung, “Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Volume II No.1. Januari-Maret 2014, hal.101  
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hukum19. Salah satu dampak negatif dari internet yaitu adanya pelanggaran hak 

cipta melalui sarana pembajakan.  

Hak Cipta adalah hak eksklusif dimana hak tersebut terdapat hak ekonomi  

dan hak  moral    pencipta  atau  pemegang  hak  cipta untuk  bisa  menggunakan  

hasil  dari  ide  gagasan  atau  kreatiifitas yang  dibuat.  Hak  ekonomi  pencipta  

atau  pemegang  hak  cipta dapat   mengawasi   serta  hak untuk dapat  

mengeksploitasi   hasil   dari   hak   cipta tersebut.  Hak  moral  yaitu  hak  si  

pencipta  untuk  dicantumkan namanya  apabila  ada  yang  menggunakan  hak  

ciptanya  dengan seizin dari  pencipta.  Hak  moral ini membantu  pencipta  untuk 

melarang  seseorang  untuk  mengubah  atau  mengurangi  hasil  dari ciptaannya 

tanpa seizin dari pencipta20 

Selama ini masyarakat mengetahui bahwa tindak pembajakan melalui 

internet paling besar terjadi pada musik atau lagu dan software, namun selain itu 

rupanya pembajakan juga berlaku pada karya sinematografi atau yang lebih dikenal 

dengan film. Maraknya pembajakan karya- karya yang ada, khususnya karya 

sinematografi atau film melalui internet merupakan dampak besar dari 

perkembangan era yang sekarang menjadi. Era yang berkembang saat ini pun 

berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat yang mulai semakin bergantung 

pada teknologi khususnya internet. Masyarakat mulai beralih menggunakan media 

internet sebagai sarana untuk mengakses situs web yang menyediakan layanan 

streaming dan unduh gratis berbagai macam film baik dalam negeri maupun luar 

 
19 Ermansjah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.9 
20 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 

hal.14 
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negeri dan mulai meninggalkan cara konvensional seperti melakukan pembajakan 

melalui kaset yaitu CD maupun DVD. Pelanggaran yang dilakukan tentunya 

membawa kerugian yang signifikan bagi pihak- pihak yang bersangkutan.  

Jika masyarakat mencoba untuk mengakses situs streaming ilegal di mesin 

pencarian internet, maka dapat dilihat bahwa sangat banyak situs- situs streaming 

ilegal yang bermunculan dan dapat dengan mudah diakses. Bahkan, ini menjadi 

suatu fenomena yang lazim di masyarakat untuk menonton secara gratis film- film 

tersebut secara online. Pada upayanya, pemerintah telah melakukan perlindungan 

terhadap pencipta serta karya- karya nya yaitu dengan mengambil langkah 

melakukan pemblokiran terhadap situs- situs streaming ilegal ini.  

Pada 18 Agustus 2015, sebanyak 22 situs penyedia film bajakan diblokir 

Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan Kementerian 

Hukum dan HAM.21 

Berikut merupakan data dari situs- situs yang telah diblokir oleh 

pemerintah: 

 

 
21 https://tirto.id/situs-pembajak-film-patah-tumbuh-hilang-berganti-GsS/ situs-pembajak-film-

patah-tumbuh-hilang-berganti/diakses pada tanggal 16 Juli 2019 
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Pembajakan film yang dilakukan melalui konten di situs pembajak film 

setidaknya merugikan pekerja di sektor kreatif dari pemasukan iklan secara global 

hingga US$ 209 juta atau setara dengan Rp 3,77 triliun. "Keberadaan mereka juga 

sangat merugikan para pekerja di industri kreatif di Indonesia," kata Ketua Asosiasi 

Produser Film Indonesia (Aprofi) Fauzan Zidni di Jakarta. 

Fauzan menjelaskan, hal yang paling memprihatinkan adalah 

situs pembajak film tersebut mendapat banyak iklan dari hasil kerja ilegal. 

Berdasarkan catatannya, situs pembajakan industri kreatif mendapat 75 persen dari 

iklan yang berkonten negatif dan sisanya iklan reguler yang bermuatan positif. "Ini 
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yang kami mau cegah. Jangan sampai iklan yang positif memasang iklan di situs 

pembajakan," ujarnya.22  

Sekjen Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) Fauzan Zidni 

mengkonfirmasi bahwa sejak maraknya pembajakan, produser film hanya 

bergantung pada bioskop dalam mencari keuntungan. "Kalau dulu kami bisa jual 

CD/DVD ketika film sudah tidak tayang di bioskop, sekarang siapa yang mau beli?" 

ungkapnya. 

Menurut Fauzan, sejumlah produser juga mencoba mencari keuntungan 

lewat streaming, tetapi maraknya situs pembajak film di dunia maya membuat 

penonton enggan membayar apa-apa yang bisa mereka peroleh dengan cuma-

cuma.23 

Walaupun kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pembajakan ini cukup 

besar dan semakin menimbulkan keresahan bagi para pencipta karya, pada 

kenyataannya tindakan ini masih terjadi dan menjadi semakin banyak ditemui. 

Alasan- alasan tindakan illegal ini masih dilakukan yaitu adalah mudahnya 

masyarakat dalam mengakses situs-situs illegal yang ada. Masyarakat hanya 

membutuhkan jaringan internet yang terkadang harganya relatif lebih murah 

dibandingkan berlangganan tv kabel maupun situs streaming berbayar, mahalnya 

biaya yang harus dikeluarkan serta terkadang akses yang susah untuk menonton 

 
22 https://bisnis.tempo.co/read/1024134/situs-pembajak-film-rugikan-industri-kreatif-global-rp-

377-t/ diakses pada tanggal 16 Juli 2019  

23https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5876/Sulitnya+Memblokir+Situs+Film+Bajakan+

Di+Indonesia/0/sorotan_media/ diakses pada tanggal 16 juli 2019  
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film yang ditayangkan di teater juga menjadi salah satu alasan semakin 

menjamurnya situs streaming gratis yang illegal tersebut.  

Dalam penelitian ilmiah ini, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai 

permasalahan perlindungan Hak Cipta dalam era digital ini dengan judul 

Perlindungan Hukum Terhadap Film Dalam  Situs Streaming Ilegal Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut yaitu :  

1) Bagaimana pengaturan dalam Undang- Undang Hak Cipta mengenai  

perlindungan hukum  terhadap film yang terdapat di dalam situs 

streaming ilegal di Indonesia? 

2) Bagaimana implementasi regulasi Hak Cipta dan upaya hukum 

pemerintah dalam menanggulangi banyaknya situs streaming illegal 

yang beredar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan 

tujuan sebagai berikut: 

1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan Undang- 

Undang Hak Cipta yang berlaku dalam melindungi 
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film- film yang terdapat dalam situs streaming 

illegal 

2) Mengetahui dan menganalisis penerapan 

implementasi regulasi Hak Cipta dan upaya hukum 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menanggulangi banyaknya situs streaming illegal 

yang beredar 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik 

secara teoritis maupun praktis, diantaranya:  

 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran, menambah wawasan dan memberi pengembangan 

mengenai ilmu pengetahuan hukum  khususnya bidang 

perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama 

Hak Cipta perfilman, dan dapat dijadikan sebagai referensi. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pihak yang terkait di penelitian ini, diantaranya: 
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1) Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan 

penulis tentang peraturan dan pengaturan hukum yang 

berlaku yang terdapat dalam Undang Undang Hak Cipta 

dalam melindungi sinematografi serta penciptanya.  

2) Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan 

serta menjadi sumber referensi dan informasi bagi orang 

yang membaca penelitian ini agar mengetahui 

pengaturan terhadap perlindungan hak cipta sesuai 

dengan hukum yang berlaku dan lebih mendalami hak- 

hak atas ciptaan sebuah karya sinematografi berdasarkan 

yang terdapat dalam UU Hak Cipta. 

3) Bagi peneliti lainnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peniliti lain yang akan mengangkat tema yang sama 

namun dengan sudut pandang yang berbeda. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Skripsi yang dibuat oleh penulis memiliki topik kajian Perlindungan 

Hukum terhadap Film yang Terdapat Dalam Situs Streaming Ilegal. Topik 

ini berbeda secara substansial dengan skripsi yang ditulis oleh Ardy Pranata 
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yang dibimbing oleh dosen pembimbing V. Henry Soelistyo Budi, dengan 

judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film atas 

Praktek Pengunduhan Ilegal, letak perbedaannya yaitu terdapat dalam objek 

yang dibahas. Objek yang dibahas penulis dalam hal ini merupakan website 

yang digunakan untuk streaming online karya sinematografi secara ilegal, 

sedangkan objek yang dibahas oleh Ardy Pranata merupakan website yang 

digunakan untuk mengunduh dan mendownload salinan karya 

sinematografi online secara ilegal. Sehingga perbedaannya terletak pada 

website yang digunakan sebagai objek penelitian.  

Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Vinanda Lovita dengan dosen 

pembimbing V. Henry Soelistyo Budi, yang berjudulkan Pelanggaran Hak 

Cipta oleh Pengelola Website Penyedia Streaming Online Nonton Film 

Gratis, Vinanda Lovita meninjau topik dari sisi tanggungjawab hukum yang 

dimiliki oleh pengelola situs, sedangkan penulis meninjau dari sisi 

implementasi regulasi UU Hak Cipta.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar kepada pokok permasalahan yang akan 

dibahas meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan dari 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori berisi tentang 

teori teori mengenai hak cipta dan perlindungan hukum terhadap film- film 

yang terdapat di dalam situs streaming illegal sesuai dengan yang tertulis di 

dalam UU Hak Cipta. Sementara dalam landasan konseptual berisi tentang 

pengertian dan definisi dari judul studi kasus  diatas.  

         

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data dan teknik analisis 

data. 

  

 

 

 

 

 


